
' ·-· - - -- - - - . . . 

- - -~ - - - - - 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Modem; 

c. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran 

dalam skala rnikro, kecil, menengah dan besar diperlukan penataan 

agar mampu berkembang, saling memerlukan, sating memperkuat 

dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara Pusat 

Perbelanjaan, Toko Modern dengan UMKM dan Koperasi; 

b. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan atas asas 

.kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat, serta meningkatkan daya saing yang adit antar 

pelaku ekonomi berskala mikro, kecil, menengah, clan besar; 

a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi; 

BUP ATI GIANY AR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

NOMORSTAHUN 2013 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 

Men in at 1. 

Menimbang 

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, 

DAN TOKO MODERN 



e pendidikan dan pelatihan: 
I 

L. 

d pewbiowr 

c. penerimaan pasokan; 

b. penyediaan lokasi usaha; 

a. pemasaran; 

( 1) Kemitraan antara pelaku UMKM dan Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Toko 

Modem dilakukan dalam bentuk kerjasama: 

Pasal 14 

KEMITRAAN USAHA 

BAB VI 

(10) Standar Operasional dan Prosedur penerbitan IUTM oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang membidangi perijinan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(9) Perpanjangan IUTM dilakukan dengan mengajukan pennohonan IUTM yang baru. 

c. selama masih melakukan kegiatan usaha Toko Modem pada lokasi yang sama. 

b. selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang; dan 

a. satu lokasi usaha; 

(8) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk: 

(7) Pemindahan lokasi usaha Toko Modern, pelaku usaha Toko Modem harus 

mengajukan permohonan IUTM yang baru. 

(6) Pemohon IUTM yang ditolak pennohonannya, dapat mengajukan kembali Surat 

Permohonan IUTM disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan 

lengkap. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dinilai belum benar dan 

lengkap, maka Pejabat penerbit nJTM memberitahukan penolakan secara tertulis 

disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja 

terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan. 

···--·--· ·---------------~ 



Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4866); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4724); 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembar~ 

Negara Tahun 1958 Nomor122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 



15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modem; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 

tentang Penyelenggaraan W aralaba; 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 

9. Peraturan Pemerintah N omor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 

dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3743); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 

14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modem; 



··· dan us·aha·asmg yangrnelakukan kegtatmrekunorni-dt Indmresia.-------- 
menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, 

6. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha 

5. Usaha Mikro, Kecil, clan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM, adalah 

kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, clan menengah sebagaimana dimaksud 
' dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. 

3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenGianyar. 

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

PASAR 

TOKO 

TENTANG PENATAAN 

PERBELANJAAN DAN 

PERATURAN DAERAH 

TRADISIONAL, PUSAT 

MODERN. 

Menetapkan 

MEMUTIJSKAN: 

BUPATI GIANY AR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

Dengan persetujuan bersama 

---·~-- -----------· -----·-------- 



Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau kelompok masyarakat, yang ruang 

lingkup pelayanannya meliputi masyarakat diwilayah perkotaan di sekitar lokasi 

13. Posw 'warilisigR.al Koia ai;;lalab pasar yang dikelola Pewerio!ab Oaecab1 Badao JJsaha 

7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, 

Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Desa Pakraman dan 

Kelompok Masyarakat, termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha 

yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang 

mikro, kecil, menengah, koperasi, swadaya masyarakat, dengan usaha skala kecil, 

modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar- menawar. 

8. Pusat Perbelanjaan atau Pasar Modern adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu 

atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang 

dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan 

kegiatan perdagangan barang, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modem, 

mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu 

tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti seperti Mall, 

Super Mall atau Plaza, dan Shopping Centreserta sejenisnya. 

9. Toko Modern adalah toko yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, 

mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja, bermodal relatif kuat, dilengkapi 

label harga, sistem pelayanan mandiri dan menjual berbagai jenis barang secara 

eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket 

ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

10. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau 

spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung dan sejenisnya. 

11. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau kelompok masyarakat, yang ruang lingkup 

pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan 

jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari. 

12. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh kelompok masyarakat desa yang ruang 

lingkup pelayanannya meliputi masyarakat desa di sekitar lokasi pasar, dengan jenis 

barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau 

kebutuhan sembilan bahan pokok. 



bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal. 

18. Hypermarket adalah tempat usaha yang pengelolaannya dilaksanakan secara modem, 

mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja, bermodal relatif kuat, dilengkapi 

label harga, sistem pelayanan mandiri, melakukan penjualan barang-barang 

kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok dan barang 

lainnya secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas 

pasar swalayan, toko modem, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu 

17. Supermarket adalah tempat usaha yang pengelolaannya dilaksanakan secara modem, 

mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja, bermodal relatif kuat, dilengkapi 

label harga, sistem pelayanan mandiri, melakukan penjualan barang-barang 

kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok dan barang 

lainnya secara eceran dan langsung kepada konsumen. 

16. Mini market penerirna W aralaba adalah ternpat usaha yang pengelolaannya 

dilaksanakan secara modem, mengutarnakan pelayanan kenyamanan berbelanja, 

bermodal relatif kuat, dilengkapi label harga, sistem pelayanan mandiri, melakukan 

penjualan barang yang diberikan hak oleh pemberi W aralaba untuk memanfaatkan 

dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki pemberi Waralaba. 

15. Minimarket tidak berjejaring adalah tempat usaha yang pengelolaannya dilaksanakan 

secara modem, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja, bermodal relatif 

kuat, dilengkapi label harga, sistem pelayanan mandiri, melakukan penjualan barang­ 

barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen, yang 

pengelolaanya dilakukan secara tunggal. 

14. Minimarket berjejaring adalah tempat usaha yang pengelolaannya dilaksanakan 

secara modem, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja, bermodal relatif 

kuat, dilengkapi label harga, sistem pelayanan mandiri, melakukan kegiatan usaha 

penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada 

konsumen, melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke 

outlet yang merupakan jaringannya. 

pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari­ 

hari. 

-- - ~~- ---~-~ 



beli barang, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan 

pelayanan kenyamanan berbelanja, bermodal relatif kuat, dilengkapi label harga, 

sistem pelayanan mandiri, melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah 

tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok, barang dan jasa lainnya secara 

grosir, eceran dan langsung kepada konsumen, yang didukung oleh sarana yang 

lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. 

20. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha yang 

pengelolaannya dilaksanakan secara modem, mengutamakan pelayanan kenyamanan 

berbelanja, bermodal relatif kuat, dilengkapi label harga, sistem pelayanan mandiri, 

melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya, yang diperuntukkan bagi 

kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan 

barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan atau ruangan yang berada 

dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. 

21. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha 

terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang 

dan/atau jasa yang tel ah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan 

oleh pihak Iain berdasarkan perjanjian Waralaba. 

22. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara UMKM dan Koperasi dengan Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat, dan sa1ing menguntungkan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. 

23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut IUP2T, adalah 

izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Daerah. 



penyelenggaraan usaha antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern; dan 

d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Tradisional, UMKM 

dan Koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, berdasarkan 

prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; 

b. memberdayakan Pasar Tradisional, UMKM dan koperasi agar mampu berkembang, 
bef'sainu, tar1''~'",h, maju, msndiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; 

c. men~ :;~ala keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 1 
dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu, agar tidak merugikan dan mematikan 

UM¥..M dan ~o'Qeras\ ~ant te\ab. a.~ 

a. memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi; 

Penataan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Yoko Modem bertujuan untuk: 

Pasal 3 

h. persaingan sehat (fairness). 

g. kejujuran usaha; dan 

f. kelestarian lingkungan; 

e. ketertiban dan kepastian hukum; 

d. kemitraan; 

c. kesamaan kedudukan; 

b. keadilan; 

a. kemanusiaan; 

Penyelenggaraan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem 

dilaksanakan berdasarkan asas: 

Pasal 2 

ASAS DAN roruAN 

BAB II 

,\;<(-~- ------- 



Bagian Kedua 

e. Pasar tradisional lainnya. 

d. Pasar khusus; dan 

c. Pasar Tradisional Kota; 

Pasar Tradisional dapat berupa: 

a. Pasar Lingkungan; 

b. Pasar Desa; 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 

Penggolongan 

BAB Ill 

PASAR TRADISIONAL 

f. mewujudkan sinergi yang saling memerluk:an dan memperkuat antara Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modem dengan Pasar Tradisional, UMKM dan Koperasi, agar 

dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola 

distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan. 



huruf b 
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en .. na\· dan 
. ualan pasar Tradis10 , Tradisiona\ 

penJ . aroin pasar 
. ak fasilitas yang rnenJ ya.man, 

rnenyedt an ano I'ublik yang n 
e. . tertib dan ru O (5) 

(hygienis)_, a.man, d' aksud pada ayat 
. ak sebagaimana 1rn ,ar_ 

(5) Pendirian Pasar Tradisional yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dan/atau 

~~'h V1ks~Wi. ~ ~~'\~\, \\~~ · . 

c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat atau 

hygienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 

b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah 

kendaraan roda empat untuk setiap 50 m2 (lima puluh meter per segi) luas lantai 

penjualan Pasar Tradisional; dan 

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat danUMKM dan koperasi, 

yang ada di wilayah yang bersangkutan; 

(4) Pendirian Pasar Tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Desa 

Pakraman dan Koperasi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

Kelompok masyarakat, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok 

masyarakat, badan usaha, dan Koperasi berdasarkan kemitraan. 



e. kemitraan dengan UMKM dan Koperasi; 

d. jumlah penduduk. 

(8) Ketentuan mengenai zonasi wilayah pendirian Pasar Tradisional, jumlah potensi 

pendirian Pasar Trsdisional didalam zona wilayah tertentu, dan jarak antara Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dan ayat ( 5) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(9) Pendirian Pasar Tradisional yang dilakukan kecuali oleh Pemerintah Daerah, Desa 

Pakraman dan Koperasi, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar 

Tradisional dan UMKM serta Koperasi yang berada di wilayah bersangkutan. 

( 10) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

meliputi: 

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan: 

b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 

c. kepadatan penduduk; 

a. pem.imb~l.:um pei:id1.ul:uk; 

b. potensi ekonomi masyarakat sekitar; 

c. luas zone wilayahcdan 

c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas; 

d. dukungan ketersediaan infrastruktur; 

e. perkembangan pemukiman baru; dan 

f. kondisi jalan. 

(7) Penentuan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus 

mempertimbangkan: 

a. jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang telah ada; 

b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan clan Toke 

Modem; 

----········--·---- ----~- -~--~---------··-···-----· ---· 



a. blangko permohonan; 

:eh~aimm1a clha&ksud pa<lu Jjat (') rudipmi. 

(4) Persyaratan dan kelengkapan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional 

(1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional kecuali yang didirikan, dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah, Desa Pakraman dan Koperasi, harus memiliki 

IUP2T untuk Pasar Tradisional, yang dikeluarkan oleh Bupati. 

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T kepada Kepala Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan. 

(3) Permohonan untuk mendapatkan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis kepada Bupati, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

menbidangi perizinan, dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan yang 

ditentukan. 

Pasal 6 

Perizinan 

Bagian Ketiga 

f. penyerapan tenaga kerja Iokal; 

g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM dan 

Koperasi; 

h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; 

1. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan, 

Toko Modem dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan 

J. tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

(l l)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

berupa kajian di wilayah bersangkutan yang dilakukan oleh badan atau lembaga 

independen yang berkompeten, dan merupakan dokumen pelengkap yang tidak 

terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan IUP2T sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

--- ~- -----~-----~------ - ···-···--·-·---·--·--- ----- -·· ·-· -----·· 



t(~/(((T1 randa membangun Pasar Tradisional----------~----- - - -- - ·:-:-:-=--::~ -- ~ -- 

(4) Pasar Tradisional yang mem\liki nilai-nilai hlstoris, tidak dapat druoan arau UiJ~""-"'n 

~~~ .... -r~--~ -~_J;111ll1m~ 1$ll' meniaai Paw 

h, Surat pemyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

g, photo copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya; dan 

f. photo copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

e. photo copy hasil kajian lingkungan; 

d. photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITIJ); 

c. rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; 

b. photo copy surat izin prinsip; 

L --- - ------------- 
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ada didalamnya; 

c. peningkatan kuatitas, kuantitas dan sarana Pasar Tradisional dan pelaku UMKM 

dan Koperasi yang ada di dalamnya; 
d. pengemhangan Pasar Tradisional dun pel aku UMKM dan Koperasl yang ada di 

datamnya; 

f..,~ ,~4:?n'lhfn~ttn fPf"'1?rlAf"> P~s-,.r ~,·r.u:cll#l,~nRI ~,.tl.1'1 pelaku ( 1~1\,4" dan Jt:,~r~ra•l yan .. fl.da 

di dalamnya: 

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aspek: 

d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, 

c. persaingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern baik dalam 
aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan 

b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak 
menguntungkan; 

a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional; 

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam aspek: 

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional 
dan pelaku UMKM dan Koperasi yang ada di dalamnya. 

Pasal 7 

Perlindungan dan pemberdayaan 

Bagian Keempat 

-------- "------·---· 
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(1) Lokasi penditian Pusat Perbelanjaan harus mengacu pada RTRWK, RDTK clan 
RTRK.S Kabupaten, dengan zonasi wilayahnya. 

Pasal 9 

Pendirian 

Bagian Kedua 

(2) Batasan luas Iantai Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas 
5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 

b. pusat perdagangan atau trade center atau shopping center ; 

c. pusat perkulakan atau grosir; atau 

d. nama lain yang sejenis. 

a. Mall atau super mall atau plaza; 

(1) Pusat Perbelanjaan atau Pasar Modern dapat berupa : 

-· ~ 
Pasal 8 

Penggolongan 

(5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, 

Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha 

UMKM dan Koperasi agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar 
Tradisional. 

Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon, 
memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata. 

+·----· ----- 
----------- -··-···-·-----· 



c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas; 

d. dukungan ketersediaan infrastruktur; 

e. perkembangan pemukiman baru; dan 

f. kondisi ruas jalan. 

(5) Penentuan potensi pendirian Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c harus mempertimbangkan: 

a. jumlah Pusat Perbelanjaan dan Pasar Tradisional yang telah ada; 

b. potensi ekonomi masyarakat sekitar; 

c. luas zone wilayah; dan 

d. iumlah 

sebelurnnya; 

b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Pasar Tradisional; 

huruf b harus pada ayat (3) (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud 

mempertimbangkan: 

a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional yang sudah ada 

(3) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib: 

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar 

Tradisional, UMKM dan Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan; 

b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional yang 

telah ada sebelumnya; 

c. memperhatikan jumlah Pusat Perbelanjaan, Toke Modem yang telah ada 

sebelumnya maupun jumlah potensi pendirian Pusat Perbelanjaan; 

f. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit 

kendaraan roda empat untuk setiap 50 m2 (lima puluh meter per segi ) luas lantai 

penjualan Pusat Perbelanjaan; dan 

g. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat atau 

hygienis, aman, tettib dan ruang publik yang nyaman. 



j. tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). 
mi mas arakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM dan 

f. penyerapan tenaga kerja lokal; 

e. kemitraan dengan UMKM dan Koperasi; 

d. pertumbuhan penduduk; 

c. kepadatan penduduk; 

b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan: 

(9) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

meliputi: 

(8) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan 

Pasar Tradisional dan UMKM serta Koperasi yang berada di wilayah bersangkutan. 

(7) Pendirian Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Desa Pakraman, Kelompok 

masyarakat, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, 

badan usaha, Koperasi, berdasarkan kemitraan. 

(6) Ketentuan mengenai zonasi wilayah pendirian Pusat Perbelanjaan, jumlah potensi 

pendirian Pusat Perbelanjaan didalam zona wilayah tertentu, dan jarak antara Pusat 

Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(3) hurufb dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

-------~~ -- --~ 



d. photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 

e. photo copy hasil kajian lingkungan; 

f. photo copy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

g. photo copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya; 

h. rencana kemitraan dengan UMKM dan Koperasi; dan 

1. Surat pemyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah dinilai benar dan lengkap, 

maka Pejabat penerbit IUPP dapat menerbitkan IlJPP paling lambat 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara benar dan lengkap. 

(1) Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan, wajib memiliki IUPP yang dikeluarkan 

oleh Bupati. 

(2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis 

kepada Bupati, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, 

dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan yang ditentukan. 

(3) Persyaratan untuk memperoleh IUPP untuk Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meliputi: 

a. blangko pennohonan; 

b. photo copy surat izin prinsip; 

c. rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; 

Pasal 10 

Perizinan 

Bagian Ketiga 

terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat pennohonan ]UPP sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

~~---- -- - .. - ··-· ·-- ·-- -~~-- -·---·- -~- ~- 



d. department store; 

a. minimarket berjejaring; 

b. minimarket tidak berjejaring; 

c. minimarket penerima waralaba; 

( 1) T oko Modern dapat berupa : 

Pasal 11 

Penggolongan 

Bagian Kesatu 

BABY 

TOKOMODERN 

b. selama 5 (lima) taaun dapat diperpanjang; dan 

c. selama masih melakukan kegiatan usaha Pasar Tradisional pada lokasi yang sarna 

(9) Perpanjangan TUPP dilakukan dengan mengajukan permohonan IUPP yang baru. 

(lO)Standar Operasional dan Prosedur penerbitan IUP2T oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang membidangi perizinan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

a. satu lokasi usaha; 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinilai belum benar dan 
lengkap, maka Pejabat penerbit IUPP memberitahukan penolakan secara tertulis 

disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja 

terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan. 

( 6) Perno hon IUPP yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali Surat 

Permohonan IUPP disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan 

lengkap. 

(7) Pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan, pelaku usaha Pusat Perbelanjaan harus 

mengajukan permohonan IUPP yang baru. 

(8) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk: 



a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan UMKM dan koperasi, 

yang ada di wilayah yang bersangkutan; 

b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah 

(1) Lokasi untuk pendirian Toko Modem harus mengacu pada RTRWK, RDTK dan 

R TRKS Kabupaten, dengan zonasi wilayahnya. 

(2) Dalam hal belum ditetapkan RDTK dan RTRKS Kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), maka lokasi untuk pendirian Toko Modem didasarkan pada RTRWK. 

(3) Pendirian Toko Modem dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Desa Pakraman, Swasta, Kelompok 

masyarakat, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, 

badan usaha, Koperasi berdasarkan kemitraan. 

(4) Pendirian minimarket yang tidak berjejaring harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

Pasal 12 

Pendirian 

Bagian Kedua 

d. hypermarket luas lantai lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 

f. hypermarket; dan 

g. nama lainnya, yang dikelola secara modem. 

(2) Batasan luas lantai Toko Modem sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebagai 

berikut: 

a. minimarket luas lantai sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi); 

b. department Store luas lantai lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); 

c. supermarket luas lantai 400 m2 sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); 

dan 

e. supermarket; 

---~ - --·- ·-~~-----···-·------ -~---- - 



huruf c harus pada ayat (5) (7) Penentuan potensi sebagaimana dimaksud 

mempertimbangkan: 

f. kondisi jalan. 

c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas; 

d. dukungan ketersediaan infrastruktur; 

e. perkembangan pemukiman baru; dan 

a. lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang 

sudah ada sebelumnya; 

b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern; 

huruf b harus pada ayat (5) (6) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud 

mempertimbangkan: 

d. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit 

kendaraan roda empat untuk setiap 50 m2 (lima puluh meter per segi ) luas lantai 

penjualan Toko Modem; dan 

e. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Modem yang bersih, sehat atau 

hygienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 

b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dengan Pasar 

Tradisional yang telah ada sebelumnya; 

c. memperhatikan jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem 

yang telah ada sebelumnya, maupun jumlah potensi pendirian Toko Modem; 

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar 

Tradisional, UMKM dan Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan; 

c. menyediakan fasilitas yang menjamin minimarket yang bersih, sehat atau hygienis, 

aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 

(5) Pendirian Toko Modern kecuali minimarket yang tidak berjejaring, harus: 

kendaraan roda empat untuk setiap 50 m2 (lima puluh meter per segi) luas lantai 

penjualan minimarket; dan 

-~-~-~-- .. -- ··- ---··-·-·-··· -- 
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h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; 

1. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan, 

Tako Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan 

J. tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

(l l)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; 

b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 

c. kepadatan penduduk; 

d. pertumbuhan penduduk; 

e. kemitraan dengan UMKM dan Koperasi; 

f. penyerapan tenaga kerja lokal; 

g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM dan 
Koperasi; 

d. jumlah penduduk 

(8) Ketentuan mengenai zonasi wilayah pendirian Toko Modern, jumlah potensi pendirian 

Tako Modern didalam zona wilayah tertentu, dan jarak antara Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) 

huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(9) Pendirian Tako Modern kecuali minimarket yang tidak berjejaring, harus memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan harus melakukan analisa kondisi 

sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM serta Koperasi 

yang berada di wilayah bersangkutan. 

(lO)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

meliputi: 

c. luas zone wilayah; dan 

b. potensi ekonomi masyarakat sekitar; 

a. jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tako Modem yang telah ada; 



h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; 

1. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan, 

Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan 

J. tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

(1 l)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; 

b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 

c. kepadatan penduduk; 

d. pertumbuhan penduduk; 

e. kemitraan dengan UMKM dan Koperasi; 

f. penyerapan tenaga kerja lokal; 

g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM dan 
Koperasi; 

d. jumlah penduduk 

(8) Ketentuan mengenai zonasi wilayah pendirian Toko Modern, jumlah potensi pendirian 

Toko Modern didalam zona wilayah tertentu, dan jarak antara Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) 

huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(9) Pendirian Toko Modern kecuali minimarket yang tidak berjejaring, harus memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan harus melakukan analisa kondisi 

sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM serta Koperasi 

yang berada di wilayah bersangkutan. 

(lO)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

meliputi: 

c. luas zone wilayah; dan 

b. potensi ekonorni masyarakat sekitar; 

a. jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang telah ada; 
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( 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dinilai benar dan lengkap, 

maka Pejabat penerbit IUTM dapat menerbitkan IUTM paling lambat 5 (lima) hari 

kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pennohonan secara benar dan lengkap. 

d. photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 

e. photo copy hasil kajian lingkungan; 

f. photo copy surat Izin Mendirikan Bangunan atau IMB; 

g. photo copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya; 

h. rencana kemitraan dengan UMKM dan Koperasi; dan 

1. Surat pemyataan kesanggupan melaksanak:an dan mematuhi ketentuan yang 

berlaku. 

b. photo copy surat izin prinsip; 

c. rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; 

(1) Untuk melakukan usaha Toko Modern, wajib memiliki IUTM, yang dikeluarkan oleh 

Bupati. 

(2) Pennohonan untuk mendapatkan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis kepada Bupati, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

membidangi perizinan terpadu, dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan 

yang ditentukan. 

(3) Persyaratan untuk memperoleh IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. blangko permohonan; 

Pasal 13 

Perizinan 

Bagian Ketiga 

berupa kajian di wilayah bersangkutan yang dilakukan oleh badan atau lembaga 

independen yang berkompeten, dan merupakan dokumen pelengkap yang tidak 

terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat pennohonan IUTM sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 



b. memasarkan produk basil UMKM dan Koperasi melalui etalase atau outlet yang 

disediakan oleh Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem. 

(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh 

pengelola Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem kepada UMKM dan Koperasi dengan 

menyediakan ruang usaha, etalase atau outlet, di dalam areal Pusat Perbelanjaan atau 

Toko Modem, sesuai dengan peruntukan yang disepakati. 

(4) Penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh 

pengelola Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem dengan mengutamakan pasokan 

barang hasil produksi UMKM dan Koperasi selama barang tersebut memenuhi 

persyaratan atau standar yang ditetapkan, dilak:sanakan dengan prinsip saling 

menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan, dibebaskan dari pengenaan 

biaya administrasi pendaftaran barang atau listing fee. 

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pengelola 

Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem berupa fasilitasi, bimbingan, dan 

pendampingan, dalam rangka mengembangkan kemampuan UKMK dan Koperasi. 

(6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh 

pengelola Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem berupa pendidikan dan pelatihan 

kepada UMKM dan Koperasi, guna meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha. 

(7) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh pengelola 

Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem dengan memberikan pinjaman atau bantuan 

hibah modal kerja kepada UMKM dan Koperasi guna meningkatkan kemampuan 

permodalan UMKM dan Koperasi. 

a. memasarkan barang produksi UMKM dan Koperasi yang dikemas dengan merk 

pemilik barang, atau dikemas ulang dengan merek Pusat Perbelanjaan atau Toko 

Modem atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual 

barang; atau 

f. permodalan; dan 

g. bentuk kerjasama lain. 

(2) Pemasaran sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf a dapat dilakukan dalam 

bentuk: 



(3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem, Pemerintah Daerah: 

a. memberikan motivasi dan memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

dalam membina Pasar Tradisional, UK.MK dan Koperasi; dan 

b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modem. 

(2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah: 

a. mengupayakan sumber-sumber altematif pendanaan selain yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk pemberdayaan Pasar Tradisional 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional; 

c. pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Tradisional; 

d. memberikan motivasi, konsultasi dan fasilitasi kerjasama kemitraan; 

e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar 

Tradisional yang telah ada, sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar 

Tradisi onal; 

f. menciptakan sistem Administrasi, Manajemen dan Organisasi pengelolaan Pasar 

Tradisional; dan 

g. mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia pengelola 

Pasar Tradisional; 

Pasal 15 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN 

(8) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam 

bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak 

tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing 

pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan. 

----~------ -~· ------- 



Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem wajib : 

a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar 

skala kecil, menengah dan besar; 

Bagian Kesatu 

Kewajiban 

Pasal 18 

BAB VIII 

KEW AJIBAN, LARANGAN DAN SANKS I 

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modem, Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan pihak terkait untuk: 

a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; dan 

b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan 

sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. 

( 1) Bupati menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, 

untuk melaksanakan teknis pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modem. 

(2) Ketentuan mengenai Standar Operasional dan Prosedur tehnis pelaksanaan pembinaan 

dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 17 

Pasal 16 

(4) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 ), pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan laporan 

pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem secara berkala, sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



Bagian Kedua 

Larangan 

Pasal 19 

(1) Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan clan Toko Modem 

b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izm penyelenggaraan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem; 

c. mentaati ketentuan perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen; 

e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; 

f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha; 

g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang 

melanggar kesusilaan serta ketertiban umum ditempat usahanya; 

h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian 

minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya; 

1. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan 

toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen; 

J. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan 

ibadah; 

k. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan 

karyawan; 

l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan 

terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; · 

m. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar 

harga yang ditulis dalam rupiah; dan 

n. menyediakan tempat untukpos ukur ulang dan pengaduan konsumen. 



(3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah 

dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa: 

c. Pembekuan Izin Usaha; dan/atau 

d. Pencabutan Izin Usaha. 

(I) Penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dikenakan 

sanksi administratif. 

Pasl 20 

Bagian Ketiga 

Sanksi Administratif 

b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat didalam 

gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan 

merugikan kepentingan masyarakat; 

c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya 

mem bahayakan kesehatan; 

d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa; 

e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin; dan 

f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilakukan oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha atau KPPU. 

dilarang: 

a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa 

secara monopoli atau melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat. 

--------- ------- -·--- -- ------ .. ··~~-·- ---- -- ----- 



(5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang telah memiliki izin 

lokasi dan belurn dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah 

ini, harus mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM 

(1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem yang sudah beroperasi dan 

telah memperoleh Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya 

Peraturan Daerah ini, izin yang telah dimiliki itu dipersamakan dengan IUP2T, IUPP 

atau nJTM sampai dengan masa berlaku SIUP habis, dan setelah itu harus mengajukan 

IUP2T, nJPP atau IUTM sesuai Peraturan Daerah ini. 

(2) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem yang sudah beroperasi dan 

telah memperoleh IUP2T, ruPP atau IUTM sebelum ditetapkannya peraturan Daerah 

ini, masih tetap berlaku sapai dengan masa berlaku IUP2T, IUPP atau IUTM habis dan 

dapat diperpanjang kernbali sesuai Peraturan Daerah ini. 

(3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang sudah beroperasi dan 

telah rnemperoleh Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau IUP2T, IUPP atau IUTM 

sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan tidak sesuai dengan ketentuan zonasi 

dan jarak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat tetap beroperasi 

sampai dengan masa berlaku perizinan yang telah dimiliki habis, 

(4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem yang baru merniliki izin 

pemanfaatan lahan dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, 

harus mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM sesuai 

dengan Peraturan Daerah ini. 

Pasal 21 

BAB IX 

KETENTIJAN PERALIHAN 

paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila 

Penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern tidak 

mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 



Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan 

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 23 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

(1) Bupati dapat membentuk Forum Kornunikasi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil 

dari para pemangku kepentingan di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan 

Toko Modem, yang masing-rnasing bertindak atas nama pribadi secara profesional. 

(2) Forum Kornunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi mitra kerja 

Pernerintah Daerah dalam memberikan rekomendasi tentang pembinaan dan 

pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem. 

Pasal 22 

BABX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(7) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang sudah beroperasi dan telah memperoleh 

Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau IUP2T, IUPP atau illTM sebelum 

ditetapkannya Peraturan Daerah ini, namun belum rnelaksanakan kernitraan dengan 

Pasar Trasional, UMKM dan Koperasi, harus melaksanakan kemitraan dalam waktu 

paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini. 

(6) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang sudah rnemiliki IMB 

dan sudah dibangun namun belum beroperasi dan belum rnernperoleh IUP2T, illPP 

atau ill1M sebelum ditetapkannya Peraturan Daerahini, harus mengajukan 

perrnohonan untuk mernperoleh IUP2T, IUPP atau ill1M sesuai dengan Peraturan 

Daerah ini. 

sesuai dengan Peraturan Daerah ini. 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIA NY AR TAHUN 2013 NOMOR 5. 

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 9 Des em her 2013 

SEKRET ARIS DAERAH KABUPA TEN GIANY AR, 

A.A. GOE AGUNG BHARA TA 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 9 Dsember 2013 

BUP A TI GIANY AR, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 24 
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Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem dewasa ini sudah menjadi 

tuntutan dan konsekuensi atas gaya hidup modem yang berkembang dari sebagian 

masyarakat. Mudahnya menjumpai pengecer atau retai modem seperti Pusat 

Perbelanjaan atau Toko Modern di sekitar pennukiman penduduk atau aktivitas 

masyarakat yang menjanjikan kemudahan dan kenyaman dalam berbelanja. Dibalik 

fenornena pengecer ini, temyata juga menyisakan banyak persoalan khususnya untuk 

pengecer atauretail yang dikelola UMKM atau Koperasi secara tradisional yang 

memperketat persaingan di antara kekuatan mereka sendiri bahkan dengan pasar 

modem. Bahkan beberapa diantaranya memprotes ekspansi yang sangat agresif dari 

pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem. Pemerintah Daerah pun tentunya kena 

beberapa protes tersebut, karena dianggap tidak berpihak kepada mereka. Jika 

dihadapkan dengan pengecer yang skala ekonominya mikro, kecil, dan menengah 

tennasuk para pedagang yang berada di Pasar Tradisional dalam situasi persaingan 

sempuma, maka hampir dapat dipastikan bahwa posisi Pasar Tradisional semakin 

terdesak bahkan dapat mematikannya. 

Eksistensi Pasar Tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata 

kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat berharap agar Pemerintah Daerah sebagai 

regulator harus mampu mewadahi semua aspirasi yang berkembang, tanpa ada yang 

dirugikan. Pemerintah Daerah diharuskan mampu melindungi dan memberdayakan 

usaha ritel yang dikelola UMKM dan Koperasi karena jumlahnya yang masyoritas. Di 

sisi lain peritel besar pun yang telah dan akan beroperasi mempunyai sumbangan dalam 

A. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERA TIJRAN DAERAH KABUP A TEN GIANYAR 

NOMOR 5 TAHUN 2013 

TENT ANG 

PENA T AAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, 

DAN TOKO MODERN 



Yang dimaksud dengan : 

a. Asas "kemanusian" yaitu asas dalam penataanl'asar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan clan Tako Modern hams memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di 

dalamnya secara manusiawi. 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Pasal 1 

B. PASAL DEMI PASAL 

perekonomian. Selain menyerap tenaga kerja, peritel besar juga ikut memberdayakan 

dan meningkatkan kualitas pemasok setempat yang umumnya sebagai UMKM dan 

Koperasi. 

Untuk keluar dari dilema tersebut, maka sebuah aturan ketat dibutuhkan untuk 

menata agar kompetisi berlangsung secara lebih adil, dan bukan dalam bingkai 

kompetisi sempurna yang menganggap semua pelaku setara untuk bertarung satu sama 

lain. Di sinilah peran PemerintahDaerah untuk hadir menyelamatkan relasi yang 

timpang dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya.Keberadaan Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor 

UMKM dan Koperasi jauh lebih penting untuk diberdayakan,mengingat banyak 

masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sektor ini. 

Dalam konteks hubungan antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan 

dan Tako Modern, maka secara normatif telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 

112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Tako Modern, dan secara tek:nis diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 sebagai salah satu bentuk peran 

Negara/ Pemerintah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Tako Modern. Meskipun dernikian, untuk mengimbangi 

dinamika masyarakat Kabupaten Gianyar perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gianyar yang sekaligus diharapkan sebagai muara/penggabungan 

dari aturan-aturan terkait (omnibus regulations). 



Cukupjelas 

Cukupjelas 

Pasal 4 

Pasal 3 

h. Asas "persaingan sehat (fairnees)" yaitu asas dalam penataanPasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan den Toko Modem harus diarahkan untuk tetap menjamin 

persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada di 

dalamnya. 

g. Asas "kejujuran usaha" yaitu asas dalam penataan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan 

saling percaya. 

f. Asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam penataan PasarTradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko modern harus memperhatikan aspek kelestarian 

lingkungan. 

e. Asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan 

dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. 

d. Asas "kemitraan" yaitu asas dalam penataanPasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang 

saling menguntungkan. 

c. Asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam penataanPasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang 

ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama atau setara. 

b. Asas "keadilan" yaitu asas dalam penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya 

secara adil sesuai dengan porsinya, 

-----·~~-·-·- 



Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukupjelas 



../ 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUP A TEN GIANY AR NOMOR 5. 

Pasal 17 

Cukupjelas 

Pasal 18 

Cukupjelas 

Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal 20 

Cukupjelas 

Pasal 21 

Cukupjelas ' 
Pasal 22 

Cukupjelas 

Pasal 23 

Cukupjelas 

Pasal 24 

Cukupjelas 
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